. BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH : |

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 067/ 66 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

TEMANGGUNG
BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, penyelenggara peri inan terpadu satu
pintu wajib menyusun Standar Operasional Prosedur dalam
pelayanan perizinan dan non perizinan; |

bahwa dengan adanya perubahan 'pada nomenklatur,
Persetujuan Bangunan ‘Gedung, dan [zin Praktik Tenaga
Kesehatan maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor
067 /378 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur
Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan
Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20b9 tentang Pelayanan
Publik; : . _
Undang-Undaeng Nomior 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana t lah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang; .- '

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Peme intah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang; :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasnonal Prosedur Administrasi

- Pemerintah; :

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggﬁng Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2023
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Temanggung seba,ga.unana tercantum dalam Lampu'an I dan
Lampiran II Keputusan ini. _ |

Standar Operasional Prosedur sebagalmana dlmaksud dalam
Diktum KESATU Keputusan ini sebagai pedoman dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan
perizinan dan non perizinan menjadi semakin cepat, mudah,
terjangkau, berkepastian hukum dan transparan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Temanggung Nomor 067/378 Tahun 2022 tentang Standar
Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Dinas
Penanaman Modal Kabupaten Teman g dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. _
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d1tetapkan

Ditetapkan di ‘Temanggung
pada tanggal Jrl3 Raret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Sahnan disampaikan kepada Yth.:

W

Ketua DPRD Kabupaten Temanggung,
Inspektur Kabupaten Temanggung;

Kepala Perangkat Daerah terkait.

Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;, | '_ ‘
|
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LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 067/ 56 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 FEERUARI 2024
- |Nomor SOP ~
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Disahkan oleh - |BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN ‘
TERPADU SATU PINTU :
Nema S0P OSS Berbasis Ristko Rendaki dan
Menengah Rendah
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana ;
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007| 1. Memiliki kemampuan pengelolaan data s:stem
tentang Penanaman Modal sebagaimana _informasi;
telah diubah -dengan Undang-Undang| 2, Memahami peraturan perundang-undangan
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan yang berlaku; ;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-| 3, “Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta| ‘.prosedur pemerin :
Kerja Menjadi Undang-Undang; a ° Mengetahui tu, den fungsi mekanisme
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 genz}g;ianem a Berbasis Resiko Perizinan
tentang Pelayanan Publik; , an_ e mnani
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023} = -~ - o - ‘
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah T R
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun |
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- i
Undang;
4, Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021}
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
' Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
f. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021 tentang  Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung; :
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non| 1. . Komputer, Scanner, Printer
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 2. Jaringan Internet
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu|l 3° ATK 3
Kabupaten Temanggung; o ‘
2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis
Resiko dan Non Perizinan.
Peringatan ' Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilekukan sesuai dengan|Pejabat Fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai
ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan|catatan awal proses perizinan berikutnya.
dalam pelayanan i




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

ITanggal Pengesahan

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Disahkan oleh ' BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 5
TERPAD ] - T -
RPADU SATU PINTU _ sop 0SS Berbasis Risiko Menengal
.' Tinggi dan Tinggi
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021  tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung,

- informasi;
berlaku;

‘pemerintahan:
Mengetahui

Non Perizinan

1 Memiliki kemampuan pengelolaan data s’istem

5 Memahami peraturan 'perund'ang-undangané yang]

3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur

tugas dan fungsi mekanisme

Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko Perizinan dan

Keterkaitan

Perala;:aﬁ / ﬁei‘len gkapa.n :

1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung; . .. = - . .

5 Standar Pelayanan.  Perizinan Berbasis

Resiko dan Non Perizinan. |

OPD Teknis '

w

3. ATK

1. Komputer, Scanner
2. Jaringan Internet

, Printer

Peringatan

Pencatatan dan pende_.ta}m |

Apabila SOP tidek Jiisicakan sesual dengen
ketentuan akan mengakibatkan . keterlainbatan
dalam pelayanan

Pejabat Fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai
catatan awal proses perizinan berikutnya.




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG '
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Tanggal Revisi

"|Nomor SOP_ E
Tan; i

al Pembuatan

Tanggal Pengesahian
: Disllhhn‘.oleh . BUPATI TEMANGGUNG

Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan
Rug_n‘ !PKKPR!

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturen Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Undang;

s  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; .
6 Peraturan Pemerintah Nomeor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

7  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011-2031;

8 Peraturan Dacrah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

9  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak

Daerah dan Restribusi Daerah;

10 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun = 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan Dan Non Perizitian
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung;

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

1

2

3.

Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem

_ informasi; ‘

Memahami peraturen perundang-undangan
yang berlaku; 3
Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan
prosedur pemerintahan:

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan
dan Non Perizinan

Keterkaitan _

Peralatan/periengkapan

1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

1.

Komputer, Scanner, Printer

2. Jaringan Internet

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3. ATK

Kabupaten Temanggung; ‘
2. OPD Teknis 4. Kendaraan
Peringaten Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan
ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan
dalam pelayanan

Pejabat Fungsional
sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.

Analis Kebijakan merekap




Nomor SOP
Tangga! Pembuatan
Tan Revisi
~ [Tenggal Pengesehan —
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG - | - Disahkan oleh "BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN ' Surat Keterangan Alih
TERPADU SATU PINTU Nama SOP fange! Lahan (SKAL)
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana -
1. Undang-undeng Nomor 25 Tahun 2007 1. Memiliki kemampuan! pengelolaan data sistem
tentang Penanaman Modal sebagaimana _ informasi; _
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor | 2, Memehami peraturan perundang-undangan
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; yang berlaku;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tehun 2007 | % Mengetahui tugas den fungsi sistem dan
tentang Penataan Ruang sebagaimana telah prosedur p;menntahan.
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 | & Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan |
’ . _ dan Non Perizinan | .
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 j
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah |
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 5 ‘
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 5 ‘
Undang; |
S  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung i
Nomor 9 Tshun 2018 tentang !
Penyelenggarsan Pelayanan Terpadu Satu |
Pintu; |
6  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;
7  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011-2031;
8  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor © Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
9  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah
10 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021 - tentang - Pendelegasian
Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung,
Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non [ 1. Komputer, Scanner, Printer
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman | 2. Jaringan Internet
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3. ATK
Kabupaten Temanggung;
2. OPD Teknis 4, Kendaraan
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidek dilakukan sesuai dengan
ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan
dalam pelayanan

Pejabat Fungsional Anglis Kebijakan merekap
sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya.

|
L




A

- |Nomor SOP_
- {Tanggel Pembuatan -
. |Tanggal Revisi: .~
: R o g Tanggal Pengesahan :
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Dliahknn oleh - BU PATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA.N -
3 Izin Pernbahan Penggunaan
_ TERPADUSAT‘UPIKI‘U L NamaSOP b Tanah(l!'l”l‘)
Dasar Hukum ' Kuahﬁkas.u pelaksana . i
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 3007] 1. Memiliki kemampuan |pengelolasn data sistem
tentang Penanaman Modal gebagaimana informasi; _ _
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor| 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; herlaiku;

Mengetahui tugas‘ dari fungsi sistem dan prosedur
4 'Mcngetahm tugas dan fungsi mekanisme Perizinan]
-Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan -Non

Perizinan ' :

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 - 3
tentang Penataan Ruang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor il
Tahun 2020 tentang Cipta Kerjg;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan- Publik;

5. - Peraturan Daerah . Kabupaten 'I‘cmangm.mg_
Nomor 9 - Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Tcrpadu Sat‘u
Pintu; -

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun -2023| -
tentang Penetapan Peraturan Pemérintah
Pengganti Undang—Unda.ng Nomeor 2 Tahunj .
2022 téntang Clpta Kerja Menjadi Undang|
Undang;

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 “Tahun
2010 tentang Penyelengaraan Penataan

. Ruang;

8. Peraturan Pcmen.ntah Nomor 5 Tahun 2021
tentang ‘Penyelenggaraan Penmnan
Berusaha Berbasis Resiko; '

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah; _

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang - .Wilayah Kabupaten Temangging
Tahun 2011-2031;

11. Peraturan Daetah Kebupaten Temanggung
Nomor 9  Tahun 2018  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pmtu,

12 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak -
Daerah dan Restribusi Daerah

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021 tentang  Pendelegasian
Wewenang Perizinan ‘Dan Non Perizinanj. .
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal| .
Kabupaten Temanggung;

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non | 1. Komputer, Scanner, Printer
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman ; 2. Jaringan Internet
ModalDan Pelayanan terpadu Satu Pintu 3. ATK '
Kabupaten Temanggung; o '

). Standar Pelayanan - Perizinan Berbasis| -
Resiko dan Non Perizinan.

3. OPD Teicms

Penngatan A Pencatatan dan pendataan | - . _
Apabila SOP udak dllakukan “sesuel dcngan Pejabat Fungsional Analis |[Kebijakan merekap sebagai
ketentuan akan mengakxbatkan keterlambatan|catatan awal proses perizingn berikutnya.

dalam pelayanan




~TNomor SOP
Tagm] Revisi
Tanggal Pengesahan
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG | Disahksn oleh - ‘ BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN -
TERPADU SATU PINTU
Nama SOP Izgin Trayek

Dasar Hukum Kuahﬁkam pelaksana

1  Undang-undeng Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal sebegaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020|

tentang Cipta Kerja;
3  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Berusaha di Daerah;

5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 22  Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan izin Trayek;

6 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

7  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 Tahun 2019  tentang
Penyelenggaraan Lalu-Lintas Dan Angkutan
Jaian;

8 Peraturan Bupan Temanggung Nomor 42
Tehun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabu T

informasi; ; : ;
Memahamipemturgnpaundang—undanganyang
dan fungsi sistem dan

mekamsme

Keterkaitan

~IFeraiaton] pericagkapen

1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

1. Komputer, Scanner, Printer
2. Jannganlntemet'

Penanaman ModalDan Pelayanan terpadu 3. ATK
Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis
Resiko dan Non Perizinan.
Peringatan Pencatatan dan pendataan

dalam pelayanan

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan|Pejabat fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai
ketentuan akan mengakibatkan keterlambatanicatatan awal proses perizinan berikutnya.




Normor SCP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Disahkan oleh BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU | : N SOP Izin Operasional Fasilitas
ama Kesehatan
Dasar Hulkum : Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 20071 1. Memiliki kemampuan pengelolaan date sistem
tentang Penanaman Modal sebagaimana informasi; ; ,
telah diubah dengan Undang-Undeng| 2. Memahemi peraturan perundang-undangan yang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; berlalku;

2. Undang-Undang -Nomor. 25 Tahun 2009 3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur,
tentang  Pelayanan Publik “sebagaimana| - pemerintahan: - ¢

telah diubah dengan . Undang-Undang| 4. Mengetalini  tugas” dah * fungst mekanisme}

Nomeor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan dan

Non Perizinan

3  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

4  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah;

6  Peraturan Menteri Kesehatan Republik

indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik Sektor Keschatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada

Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha

Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; - N _

4  Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42| e S ;
Tahun 2021 tentang Pendelegasian ‘
Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan|
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung;

=~

Keterkaitan : : Peralatan/periengkapan
1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non| 1. Komputer, Scanner, Printer
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman| 2. Jaringan Internet
ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintuj 3 ATK
Kabupaten Temanggung;

2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis
Resiko dan Non Perizinan.

Peringatan Pencatatan dan pendataan o

Apebila SOP tidak dilakukan sesuai dengan|Pejabat fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai
Letentuan akan mengakibatkan keterlambatan|catatan awal proses perizinan berikutnya.

dalam pelayanan. v LT :




Nomeor SOP
Pembuatan
] Revisi
Tanggal Pengesahan
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Disahkan oleh BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN ‘ :
TERPADU SATU PINTU \
Nama SOP Igin Praktek Tenaga Keschatan
Dasar Hukum - _ Kualfikesi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang '
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

4  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

5  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang’ Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang - Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah; -

7  Peraturan Menteri - Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Keschatan;

8  Peraturan - Menteri Keschatan. Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang]

Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

9  Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung;

_ Mengetahui  tugas dan fungsi mekanisme
. Perizinan Berusaha) Berbasis Resiko Perizinan

Pelayanan Publik sebagaimana{

Memiliki kemampusdn pengelolaan data sistein
informasi; : :

Memahami peraturah perundang-undangan yang
berlaku; :
Mengetahui tugas dan fungsi sistemn dan prosedur

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

2. Jaringan Internet

Komputer, Scanner, Printer

Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu] 3, ATK

Kabupaten Temanggung; -
2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis

Risiko dan Non Perizinan.
3. OPD Teknis .
Peringatan Pencatatan dan pendataan . -

Apabila SOP fidek dilakukan sesuai dengan
ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan
dalam pelayanan

Pejabat Tangsional Analis Kebjakan toerekap sebagai
catatan ewal proses perizinan berikutnya.




. |Nomor SOP" .~ .-

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG . Disahkan oleh ' | .= ‘BUPATI TEMANGGUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN' PELAYANAN T S -
TERPADU SATU PINTU. - Izin Persetujuan Bangunan
ama SOP : - _
. . Gedung

Dasar Hukum - B :Kuahﬁka31pela.ksana C e .

l. Undang—undang Nomor 28 Tahun 2002 L1 Memitiki kemampuanﬁ-"-’-peﬁgelolaan ~data sistem
tentang Bangunan . Gedung sebagalmana ‘informasi;
telah diubah dengan Undang-Undang| 2 Memahami- peraturén pemndang—undangan yang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  berlaku; .

2. Undangundang Nomor 1 Tahun 2010| 3. ':Mengetahui tugas d&n fungs1 s1stem dan prosedur -
tentang  Perumahan = Dan & Kawasan| . ' perherintahan: DA '
Permukiman sebagaimana telah - diubah| 4. Mengetahui tugas da.n.- fun.gsx njle.kamsme
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Penzma.-n.Bemsaha Berbasis Resiko Perizinan dan
2020 tentang Cipta Kerja; Non Perizinan '

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023]
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah|
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- '

Undang;

4.  Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penataang-

Ruang;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayana.n Terpadu Satu
Pintu; - o :

6. Peraturan Pemermta.h Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan - Perizinan
Berusaha di Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011-2031;

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021 tentang  Pendelegasian
Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penana.tnan Modal| - .

Kabupaten Temanggung; | .

Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan

1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non| 1. Komputer, Scanner, Printer
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman| - 2, Janngan Intemet '

Modal Dan Pelaya.nan Terpadu Satu Pmtu 3 ATK s
Kabupaten Temanggung;

2. Standar Pelayanan Penzman Berbas:s
Resiko dan Non Perizinan.

3. OPD Teknis )

Peringatan o Pencatatan dan pendataan- : : ' :

Apabila SOP tidak dllakuka.n sesuai denga.n Pejabat fungsional Analis Kebljaka.n rnerekap sebagaz

ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan|catatan awal proses perizinan berikutnya.

dalam pelayanan i




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU '

Nomor SOP - L
Tan;ga.l Pembuatan :

Tangal Revisi

Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh

BUPATI TEMANGGUNG

Nama SOP

Izin Reklame Kecil

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal sebagaimana

telah diubah ‘dengan - Undang-Undang|

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2010 Tentang Penyelengaraan Penata.an
Ruang;

5  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Reklame;

6  Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temangung Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pajak Reklame

7 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

8  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah; '

9  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011-2031;

9  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Tcrpadu Satu
Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah - Kabupaten
Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pemnakaian Kekayaan Daerah;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman ‘Modal
Kabupaten Temanggung;

10

11

tentang|

1

2

3.

-Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem
. informasi;
"Memahami: - perathran pemndang—undangan

yang berlaku;

Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan
prosedur pemerintahan:

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Perizinan
dan Non Perizinen '

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Kabupaten Temanggung; -

2. Standar Pelayanan Perizinan Berbasis

Resiko dan Non Perizinan.
3. OPD Teknis

1.
2. Jaringan Internet
3. ATK

Komputer, Scanner, Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan
ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan
dalam pelayanan

Pejabat fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai
catatan awal proses perizinan berikutnyea.




‘{Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Revisi
Tanggal Pengesahan
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG ' | Diu.hhn eleh | BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN s ' B
TERPADU SATU PINTU Nama SOP I::i::or Reklame Menengah dan
; . Besar
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksane |

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2010 tentang Penyelengaraan Penataan!.

Ruang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penmnan
Berusaha di Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011-2031;

8. Peraturan Daerah -Kabupaten Temanggung
Nomeor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

9. Peraturan Daerah Kabupaien Temanggung
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah :Kabupaten
Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021 Tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung;

Memiliki kemampuah pcngelolaan data sistem
informasi;

Memahami peraturaﬁ perundang—undangan yang
berlaku;

Mengetahui  tugas  dan fun.gsl sistem dan
prosedur pemermtahan

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
Perizinan Berusaha : Berbasis Resiko Perizinan
dan Non Perizinan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Kabupaten Temanggung; '

2. Standar Pelayanan Perizinén Berbasis
Resiko dan Non Perizinan.
3. OPD Teknis

Komputer, Scanner, Printer

2. Jaringan Internet - |-
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataaﬁ

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan
ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan
dalam pelayanan

Pejabat fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai
catatan awal proses perizinan berikutnya.




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 1
~ |Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
PEMERINTAH KABUPATEN ‘_I‘EHAHGGUNG Disahkan oleh BUPAT# TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN | o o
DIDIKAN .
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana )
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007| 1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem]
tentang Penanaman = Modal sebagaimena informasi;
telah diubah dengan Undang-Undang| 2, Memahami peraturan permidang-undanga.n yang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja; berlaku;

3. Mengetahui tugas dan fungsu sistem dan prosedur
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pemerintahan:

tentang Pelayanan Publik sebagaimana o+ Mengetahui tugas dan  fu kanisme

telah diubah dengan Undang-Undangi ® p.yiinan Berusaha Ber Perizinan
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Non Perizinan ° pasie Resiko e

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
sebagaimana telah diubah dengan Undang- :
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang L
Cipta Kerja; _ T .

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 ) ' '
tentang  Perumahan Dan Kawasan
Permukiman sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;'

S. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023|
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah;

8., Peraturan Daereh Kabupaten Temanggung
Nomor ! Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011-2031;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu; ‘

10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung i
Nomor 17 Tehun 2020 tentang Perubahan ‘
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan|
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Kabupaien Temanggung;

Keterkaitan ' Peralatan/perlengkapan

1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non{ 1. Komputer, Scanner, Printer
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman| 2. Jaringan Internet '
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu| 3, ATK

Kabupaten Temanggung;
2. OPD Tckm's 1
Permgata.n Pencatatan dan pendataan '

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan Pejabat fungsional Analis Kebij merekap sebagai
ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan|catatan awal proses perizinen be ikutnya.
dalam pelayanan i




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.. | |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANM

TERPADU SATU PINTU - °

~ |Tanggal Revisi

_ [Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh - | -

_BUPATI TEMANGGUNG

Nama .S.OP

IZIN BIDANG PETERNAKAN

Dasar Hukum

Kuah.ﬁkasx pelaksana

1.

10.

11.

Undang-Undang Repubilik Indonesm Nomor 1.
-~ tentang =~ Penanaman| -
Modal sebagmmana telah “diubah ‘dengan| 2. -

25 Tahun . 2007

Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik| 4.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 teritang

Cipta Kerja,;

Unda.ng-Undang Repubhk Indonesia Nomor

18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebagaimana telah

diubah dengan Undang~Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; *

Undang-Undang Noni_or 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun| _
2022 tentang Cxpt.a Ker_za Mcn;adz Undang AT

Undang;

Peraturan Pemcnntah Nomor 82 Tahun'

2000 tentang Karantina Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan
Berusaha Berbasis Resiko;

Peraturan Pemérintah Nomor 6 Tahun 2021}

tentang Penyelenggaraan
Berusaha di Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
dan Kesejahteraan Hewan; :

Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten - Temanggung

Nomor 18  Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan
Hewan; '

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018  tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu g

Pintu;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021  tentang
Wewenang Perizinan dan. Non Perizinan

kepada Dinas Penanaman Modal Kabupaten‘

Temanggung; .

Perizinan| .

Pendelegasian

. informasi;.
berlaku;

. pemerintahan:

i Penzman

‘Memiliki kemarnpuan pcngelolaan data sistem|
‘Memahaimii - peraturan pc-rundang—undangan yang
3, Mengetahm tugas dan fungsi s1stem dan prosedur :

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan :
Berusaha Berbasis Rcs:ko Pcnzman dan Non

Keterkaitan

Peralafan'/ ;Serlengkapan

1.

2,

Pendelegasian Wewenang Penzman dan Non| 1.

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung;

OPD Teknis

3. ATK

Komputer, Scanner, Printer
2. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan

ketentuan akan mengaklbatkan keterlambatan

dalam pelayanan

Pejabat fungsional Analis K¢
catatan awal proses perizinan 1

bijakan merekap sebagai
perikutnya.




-
-|Nomor SOP '
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
. |
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Disahkan oleh . L BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN S : |
TERFADU SATU FINTO ema SOP m BIDANG KESEHATAN
YARAKAT VETERINER
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana .
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007| 1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem
tentang Penanaman Modal sebagaimana informasi;
telah diubah dengan Undang-Undang; 2. Memahami peraturah perundang-undangan yang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - berlaku;
' 3. Mengetahui tugas da.n fungsi sistem dan prosedur
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ‘pemerintahan:
tentang Pelayanan Publik sebagaimana| 4. Mengetahui tugas da:n fungsi mekanisme Permnan
telah diubah dengan Undang-Undang Ber.ufsaha Berbasis ' Resiko Perizinan dan Non
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Perizinan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
4, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun|
2000 tentang Karantina Hewan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko; .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021|
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah; '
7.  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 :
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner !
dan Kesejahteraan Hewan; ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan
Hewan:
9, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 9 Tahun 2018  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42
Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinen dan Non Permnan
kepada Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung;
Keterkaitan _ Peralatan/perlengkapan
1. Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non| 1. -Komputer, Scanner, Printer
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman| 2. Jaringan Internet
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu|l 3, ATK
Kabupaten Temanggung;
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan
ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan
dalam pelayanan

Pejabat fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai
catatan awal proses perizinan berikutnya.




" |Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG * |  Disahian oten | - BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 1

v Iznil BIDANG KESEJ
AHTERAAN
Nama SOP |  HEWAN

Dasar Hukum ' : [Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 3007|1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem
tentang Penanaman Modal sebagaimana telah informasi;
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun|?2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pemerintahan; ‘

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022]3. Memahami peraturan perundang-undangan yang
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; berlaku; dan = -

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009(4- Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan
tentang Pelayanan Publik; Berusaha Berbasis Resiko Periginan dan Non Perizinan.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; -

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014
tentang Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan; .

WG. Peraturan Daerah: Kabupaten Temanggung| . )
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan) | T
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daergh; '

8.  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 i

tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan

9. Peraturan Daerah Kabupaten T

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

10. Peraturan Daergh Kabupaten T

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun

2021  tentang Pendelegasian Wewenang
Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas
Penanaman Modal Kabupaten Temanggung:; L

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan | 1, Komputer, Scanner, Printer
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 2. Jaringan Internet
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten . 3. ATK

Temanggung; S -

Peringatan Pencatatan dan pendataan T

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan|Pejabat Fungsional Analis Kebijakan merekap sebagai catatan
akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan |awal proses perizinan berikutnya.

Fj. BUPATI TEMANGGUNG,

)

HARY AGUNG PRABOWO




IAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
067/66 TAUN 2024
13 FuBRUART 2024

NOMOR :
TANGGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (80P) OSS BERBASIS RESIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAHAN TERPADU SATU PINTU

L . ‘Mutu Baku _
No. Kegiatan . e . '- ‘ o
Pemohon DPMPTSP Sistem OSS. Kelengkapan Waktu Output Ket
Pemohon data ke loket Berkas Berkas
mohon ata e loketlf Permochonan S erkas
! IppmPrsp Smenit (b rmohonan
| S Berkas 10 menit _ |Berkas i
9 Melalcikean pendampingan| Permohonan Terverifikasi
pengisian pada webform OSS dan Teregister
o - |Berkas” - 10 menit  jDokumen Izin
3 Percetakan Nomor Induk disetujui ' '
Berusaha ' o




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA

OSS BERBASIS RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI |
YANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

7 Mutu Baku
N_o Keglatan - Pemohon - DPMPTSP ‘Dinas Teknis | Kelengkapan Waktu . Output Ket
1 Pemohon Datang' Ke Loket ' ' :E:;:;\;:er 5 it Berkas _
DPMPTSP Mulai ATK men Permohonan -
. ke .. J o - Komputer 10 menit  |Berkas ER
o [Pendampingan Pengisian 0SS- ‘. tida - Internet ' Terverifikasi danj -
RBA - ‘ \/ g - ATK Teregister :
. ' l[ - Komputer 7 Hari Berkas
3 |Verifikasi Di Tekni tidak - Internet : Terverifikasi
e\rn asi .mas eknis _ATK Dinas Teknis
. - Komputer S menit  |Berkas Disetujui' -'
4 |Persetujuan Kepala DPMPTSP tidak ya :TTtg“et " o
_ ‘ - Koniputer S menit Dokumen. Izin |-
5 |Penerbitan/Penolakan Izin S Selesai - Internet ' -




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUAN G (PKKPR)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTO ‘
: - Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan A E _
Pemohon DPMPTSP Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output Ket
: ATK, Komputer,
1 |Pemohon datang ke DPMPTSP mulai Internet 5 menit
. - ATK, Komputer |15 menit

2 |Pemeriksaan berkas
ATK, Komputer [60 menit BA Sidang

3 |Sidang .

, - |ATK, Komputer [Paling Lama 3 |Bukti transaksi

4 |Pembayaran PNPB e Hari Pembayaran
ATK, Komputer |Paling LamalO Legah’- isasi PKKPR

5 |Rekomendasi Dinas Teknis o Hari :
Kornf)‘uter, 15 menit PKKPR

6 |Penerbitan/Penolakan Izin Printer :




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN SURAT KETERANGAN ALIH FUNGSI LAHAN (SKAL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

: Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . . :
_ Pemohon DPMPTSP Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
ATK, Komputer,|
1 {Pemohon datang ke DPMPTSP Internet 5 menit
| ‘ ATK, Komputer |15 menit
2 |Pemeriksaan berkas -
3 ATK; Komputer [120 menit BA Verlap
3 |Verifikasi lapangan :
I i

. _ 60 menit BA Sidang

4 |Sidang g Kendaraan, ATK Sk
_ _ T Komputer, 15 menit SK IPPT

5 |Penerbitan/Penolakan Izin W Pnnter




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 1ZIN TRAYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

: Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan :
DPMPTSP DINAS TEKNIS | = Kelengkapan Waktu Output Ket
1 [Pemohon datang ke DPMPTSP ATK, Komputer, |5 menit
Internet
2 |Pemeriksaan berkas _ ATK, Komputer [15 menit
L _ Surat
3 |Rekomendasi Dinas Teknis ATK, Komputer |Paling lama 3 hari Rekomendasi
' ) . . — Komputer, . |._ .
S [Penerbitan/Penolakan lzin seélesai )r_ inter {15 menit SK Trayek




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP} IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelaksana ' Mutu Baku
No |- Kegiatan : - ‘
Pemohon DPMPTSP Dinas Teknis Kelengkapan Waktu Output Ket

I ATK, Komputer,

1 {Pemohon datang ke DPMPTSP mulai Internet 5 menit
ATK, K i3 it

2 {Pemeriksaan berkas : _ .. - omputer meni

: . ' : : ATK, Komputer |[120 menit o
3 |Persetujuan Teknis : > e : |

. ‘ : : ' Komputer, 15 menit SKIPPT -~
4 [Penerbitan/Penolakan Izin - @_ ~ |Printer . |




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN OPERASIONAL FASILITAS KESEHATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA_YANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
- _ Mutu Baku
No Keglatanl | Pemohon DPMPTSP Dinas Teknis | Kelengkapan | Waktu - Output Ket
. - Ko'mputer ,
1M jukan berka h Iolesai - Internet 5 it Berkas
enga]u erkas peﬁno onan | Mu|a|lSe|esa| . . ] ATK mertt Perxnohonan
_ ‘ _ f‘ T . : - Komputer 10_-menit Berkas
o |Pemeriksaan berkas permohonan tidak -. | va - Internet Terverifikasi
‘ ' o \/ - ATK _ dan Teregister
: | _ _ _ - Komputer 7 Hari Berkas-
3 |Rekomendasi Dinas Teknis - tidak - Internet ' Terverifikasi
' ‘ : o -ATK Dinas Teknis
- Komputer 5 menit |{Dokumen Izin
4 |Penerbitan/Penolakan 1zin - Internet




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

: _ Mutu Baku .
No Kegiatan Pemohon DPMPTSP Dinas Teknis Persyaratan/ Waktu | - Output Ket
- , : Kelengkapan _ _ e
: : ' - Komput o
1 Mengajukan _ berkas o E Inter'ﬁeter 5 menit Berkas _
permohonan f\ Mulai/Selesai - ATK Permohonan
E _ ' = T - Komputer 10 menit -Bérkas _
o |Pemeriksaan . berkas © tidak - Internet 1 Terverifikasi dan
permohonan L N - ATK Teregister
‘ : - Komputer SHari - [Berkas '
3 |Rekomendasi Dinas Teknis - - Internet- - |Terverifikasi Dinas
' : : L - ATK. " | Teknis A
. - Komputer 5 menit Dokumen lzin
4 |Penerbitan/Penolakan Izin - T;Iimet . S




‘ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

. Pelaksana Mutu Baku
© Kegiatan Pemohon DPMPTSP | DINAS TEKNIS | Kelengkapan Waktu Output Ket
1 |Pemohon datang ke DPMPTSP |ATK, Komputer,f .
) . tinternet

2 |Pemeriksaan berkas . " |ATK, Komputer |15 menit
3 |Rekomendasi Dinas Teknis O _ —J |ATK, Komputer |Paling lama 3 hari 'Rekomendasi |

. L . —— -|Komputer, Lo .| Kesehatan
4 Penerbltan/Penolakan Izin T I “IPrinter 15 menit Masyarakat

Veteriner




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADY SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

oSG I e St e

‘ Mutu Baku
No Kegiatan . .
- Pemohon DPMPTSP Dinas Teknis Kelengkapan Waktu Output Ket
- Komputer
Pemohon Datang Ke Loket . . - Internet . Berkas
1 DPMPTSP : Mulai/Selesai 5 menit Permohonan
5 o - Komputer 30 menit  |Upload
o (Pendampingan  Pengisian tidak - Internet Permohonan
PBG
- Komputer S hari {Berkas
3 |Sidang/Verifikasi . _ tidak - Internet Terverifikasi
Permohonan PBG . . - ATK Dinas Teknis
va ¥ - Komputer 1 hari
4 |Penctapan Retribusi |- Internet
- Komputer 15 menit  |Sirat Ketetapan
. |- Internet ~ |Retribusi
.5 {Penerbitan SKRD - ATK Daerah
— - . ———|-Komputer - |5menit |SKPBG | |
6 {Penerbitan/Penolakan Izin - I:;Kemet | :




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKLAME KECIL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S8ATU PINTU

_ Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pemohon DPMPTSP. DINAS Kelengkapan Waktu | Output Ket
TEKNIS

‘ ATK,

1 |Pemohon datang ke DPMPTSP Komputer, 5 menit
- Internet
2 {Pemeriksaan berkas ATK, Komputer|15 menit
3 |Pembyaaran Pajak Reklame ATK, Komputer h Hing lama 3 Pembayaran |
| | o an Pajak Reklame
1 ATK, SKRD
4 |Penerbitan SKRD L Komputer, 15 menit '
_ NE Printer

] ' ATK, . | —_

5 |Penerbitan/Penoclakan Izin selesal )1 " |Komputer, 15 menit SK Reklame |-
Printer 8 '




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP) REKLAME MENENGAH DAN BESAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelaksana - Mutu Baku
- | Ne Kegiatan Pemohon | DPMPTSP | TIM TEKNIS le)?:r?lg Kelengkapan | Waktu | Output Ket
- ATK :
Pemohon datang = ke mulai ’ .
1 DPMPTSP o Q Komputer, 5 menit.
L Internet
2 Pemeriksaan berkas ﬁdak : ATK, 15 menit
_ Komputer
3 VenﬁkamLa angan ATK, 120 menit
pang Kendaraan ent
P ) Bane ' ATK . PBG
4 |Persetujuan angunan , 7 hari’
Gedung Kendaraan o
' o Bukti Bayar
. ‘ ATK, Paling lama 3 |
S Pembayarap Pajak Reklame Komputer hari
_ ATK, _
6 |Penerbitan SKRD pren 4; Komputer; - 15 menit
Printer
. ATK,
7 |Penerbitan/Penolakan Izin selesai Komputer, 15 menit SK Reklame
Printer




I

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

E" Pelaksana ' : Mutu Baku
:‘ N - - L
: © Kegiatan Pemohon DPMPTSP | DINAS TEKNIS | Kelengkapan Waktu Output Ket
[ .
3 -
! 1 |Pemohon datang ke DPMPTSP mulai ' ATK, Komputer,|y = it
) Internet
;‘ 2 [Pemeriksaan berkas tidak ATK, Komputer |15 menit
| . 4 ' Surat 5
“ 3 |Rekomendasi Dinas Teknis - > I ATK, Komputer |[Paling larna 3 hari Rekomendasi v
| T SK Izin
. . _'C selesai )_ : Komputer, . "} Operasional o
4 |Penerbitan/Penolakan Izin . ‘ Printer 15 menit | Satuan |
' Pendidikan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

(SOP)} IZIN BIDANG KESEHATAN HEWAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

‘ - Pelaksana Mutu Baku
N K i ' et 1 . .
° “eglatan Pemohon DPMPTSP | DINASTEKNIS | Kelengkapan Waktu Output Ket
1 1Pemohon datang ke DPMPTSP ATK, Komputer, 5 menit
_ Internet R
2 |Pemeriksaan berkas ’ ATK, _Kbmputer 15 "menit
_ : . : _ T Surat
3 |Rekomendasi Dinas Teknis ATK, Komputer Paling lama 3 hari - Rekomendasi
| | - Kompute foo 1 K Izin Bidang
4 |Penerbitan/Penolakan Izin mputer, 15 ménit . Kesehatan
‘ SECE Printer Hewan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ‘BOP) IZIN BIDANG KESEJAHTERAAN HEWAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan _
Pemohon DPMPTSP DINAS TEKNIS | Kelengkapan Waktu Output
1 |Pemohon datang ke DPMPTSP mulal ATK, Komputer,|s menit
' lnw_met
2 Pemmksaa.n berkas ! tldak 7 ATK, Komputer |15 menit
3 |Rekomendasi Dinas Tekni q— L Surat
. as Teknms ATK, Komputer |Paling lama 3 hari | Rekomendasi
e , ' . SK Izin Bidang
4 |Penerbitan/Penolakan Izin selesai Komputer, | .o . Kescjahtrans,
Printer .
Hewan
~ Pj. BUPATI TEMANGGUNG
%

- HARY AGUNG PRABOWO




